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      ABSTRAK 

 

Pemberlakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

luar biasa mengubah peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan. 

Namun, pada tanggal 3 November 2021 MK memutus putusan yang terbilang 

‘baru’ dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yakni putusan MK 91/PUU-

XVIII/2020 yang mengabulkan sebagian pengujian formil suatu undang-undang. 

Permasalahan dalam penelitian bagaimana prosedur pembentukan UU 

berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 

15 Tahun 2019. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan MK No 

91/PUU-XVII/2020 terhadap pengujian UU Cipta Kerja. Bagaimana Implikasi 

Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 terhadap UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. 

 

Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis 

normatif.  Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh prosedur pembentukan UU No 12 

Tahun 2012 (Tentang Pembentukan UU) sebagaimana terakhir diubah dengan 

UU No 15 Tahun 2019. Tahap pertama adalah perencanaan undang-undang 

yang diawali dari RUU yang dapat berasal dari DPR, Presiden dan DPD RUU 

tertentu, setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik 

RUU, dalam tahap penyusunan RUU, DPR dalam rapat paripurna memutuskan 

RUU tersebut berupa persetujuan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Pertimbangan Hakim dalam 

Putusan MK No 91/PUU-XVII/2020 pengujian UU Cipta Kerja. pembentukan UU 

Cipta Kerja tidak berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-

undangan dalam Lampiran II UU No.12 tahun 2011. Implikasi Putusan MK No 

91/PUU-VIII/2020 terhadap UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU No. 

11 Tahun 2020 masih berlaku, namun tidak dapat di implementasikan, dengan 

demikian pemerintah sebagai inisiator harus segera menugaskan Menteri Hukum 

dan Ham untuk segera memperbaiki UU No. 11 Tahun 2020 agar disesuaikan 

proses tata cara serta pembentukannya dengan UU No. 12 Tahun 2011, atau 

melakukan perubahan terhadap UU No. 12 Tahun 2011 dengan menambahkan 

metode omnibus dan tata cara pembentukannya.  
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